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BERNUR BANITEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

a. bahwa untuk mengintegrasikan pelaksanaan

ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk
Peraturan  Gubernur yang mengintegrasikan
ketentuan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah
Dinas Elektronik;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.6/7472/OTDA tanggal 3 November
2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur
Banten tentang Tata Naskah Dinas, Rancangan
Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Naskah
Dinas telah disetujui untuk ditetapkan dengan

beberapa perbaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang
Tata Naskah Dinas;



Mengingat

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 758);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 969);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH

DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Provinsi Banten.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintah  daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Banten.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Asisten Daerah adalah Asisten Daerah Provinsi Banten.
Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Provinsi Banten.

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi
yang Dbersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.



13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas/Satuan
Pendidikan Menengah Kejuruan/Satuan Pendidikan Khusus di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan
bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan

pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas Elektonik yang selanjutnya disingkat NDE adalah
informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat
komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh

pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE
adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan

dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang

bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur.

Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat individual,

kongkrit dan final.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah Naskah Dinas yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk penetapan

dan bersifat individual, konkrit dan final.

Stempel adalah alat yang permukaannya terukir lukisan, gambar, atau
kombinasi keduanya menggunakan tinta yang menghasilkan suatu
cap pada dokumen atau berkas sebagai tanda identitas dari suatu

jabatan atau Perangkat Daerah.



26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Cap adalah bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau
nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas

kertas.

Kop Amplop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan
atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas

amplop naskah.
Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan
tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani

Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.

Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam
gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Lambang Daerah adalah gambar/huruf sebagai identitas
Pemerintahan Daerah.

Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau
memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan
tinggi dalam jangka waktu lama.

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi
pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi

pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang

dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi

dan autentikasi.



39. Template adalah format Naskah Dinas baku yang disusun secara
elektronik.

40. Autentikasi adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataan
tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi
yang menunjukan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau
sesuai dengan aslinya.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Naskah Dinas; dan
b. NDE;
Pasal 3

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan

dengan tata Naskah Dinas yang terdiri atas:

jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas;
pembuatan Naskah Dinas;
pengamanan dan kecepatan proses Naskah Dinas;

pejabat penandatangan Naskah Dinas; dan
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pengendalian Naskah Dinas.
Pasal 4

NDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan TNDE yang

terdiri atas:

a. penciptaan;
b. penggunaan dan pemeliharaan; dan
Cc. penyusutan.
BAB II
NASKAH DINAS
Bagian Kesatu

Jenis, Susunan, dan Bentuk
Pasal 5

Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri
atas:

a. arahan;

b. korespondensi; dan

c. khusus.



Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan
Pasal 6

Jenis Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.
Pasal 7

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Gubernur; dan
c. Peraturan DPRD.
Pasal 8

Jenis Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
b terdiri atas:

a. Keputusan Gubernur;

b. Keputusan DPRD;

c. Keputusan Pimpinan DPRD;

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan

e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas Keputusan Kepala Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
Pasal 10

(1) Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
c terdiri atas:
a. Surat perintah;

b. Surat tugas; dan



(2)

(3)

(4)

c. Surat perjalanan dinas.
Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi
perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan

tertentu di luar tugas dan fungsi.

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas
dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas

pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 11

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi
Pasal 12

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
huruf b, terdiri atas:

a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan

b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Naskah Dinas komunikasi resmi internal lingkup

Perangkat Daerah.

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Naskah Dinas komunikasi resmi antar
Perangkat Daerah dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Instansi lainnya

dan/atau perorangan.

Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi lain, pemerintah

kabupaten/kota, dan swasta.

Pasal 13

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:



a. nota dinas
b. memo; dan
c. lembar disposisi.
Pasal 14

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan
sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada
bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal

Perangkat Daerah.

(2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibubuhi Cap

dinas.

(3) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berisi informasi
kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan
arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada

bawahannya.

(4) Lembar Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan

mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.
Pasal 15

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 16

(1) Naskah Dinas Korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus
Pasal 17

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
atas:

a. instruksi;

b. surat edaran;

c. surat kuasa;

d. berita acara;
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surat keterangan;
surat pengantar;
pengumuman,;
laporan;

telaahan staf;
notula;

surat undangan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

. surat panggilan

surat izin;
lembaran daerah;
berita daerah;
rekomendasi;
radiogram;
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
sertifikat;
piagam; dan
surat perjanjian.
Pasal 18

Muatan Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

sebagai berikut:

a.

Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berisi
perintah /arahan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berisi
pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan

hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berisi
pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berisi
pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu

yang ditandatangani oleh para pihak.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e
berisi  penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan

kedinasan/tertentu.
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Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f berisi

informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g berisi

pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h berisi

pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.

Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i berisi
analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis
terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan

kepada atasan.

Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j merupakan

catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k berisi
undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal
Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf | berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa

seorang pegawai telah melaksanakan tugas.

Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m berisi
pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk

menghadap.

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n berisi
persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o
berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan

Peraturan Daerah.

Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf p berisi
penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan

Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD.

-11 -



q- Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf q
merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat
yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan

bahan pertimbangan kedinasan.

r. Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf r merupakan
pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari
pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim

melalui telekomunikasi elektronik.

s. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti
berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan

pelatihan tertentu.

t.  Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf t merupakan
naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah
mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus,

orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.

u. Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf u merupakan
naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah
dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau

instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

v.  Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf v berisi
kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan

hukum yang disepakati bersama.
Pasal 19

(1) Susunan dan bentuk Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf r, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 19 berlaku juga untuk Naskah Dinas Elektronik kecuali untuk
Naskah Dinas:

- 12 -



a. pengaturan; dan
b. penetapan selain Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 21
Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.
Pasal 22

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dicetak menggunakan kertas dan

dibubuhi tandatangan basah.
Pasal 23

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menggunakan:

a. aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang dilaksanakan sesuai
Tata Naskah Dinas Elektronik; atau
b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 24

(1) Pembuatan Naskah Dinas media rekam kertas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf a berisi unsur:

a. kop;

b. penomoran;

c. penggunaan kertas;

d. penggunaan tinta;

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;

penentuan batas atau ruang tepi;

nomor halaman;

5@

tembusan;

e

lampiran;
paraf, tanda tangan, dan stempel/cap;

amplop dan map;

Naskah Dinas bahasa asing; dan

5

perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah Dinas.
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(2) Pembuatan Naskah Dinas media rekam elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berisi unsur:

kop;

penomoran;

penggunaan kertas;

penggunaan tinta;

jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;

penentuan batas atau ruang tepi;

nomor halaman;

B0 a0 TP

tembusan;

e

lampiran;

paraf, tanda tangan barcode/QR code;

—.

k. Naskah Dinas bahasa asing ; dan

l. perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat Naskah Dinas.

Bagian Kedua
Kop
Pasal 25

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

a. kop Naskah Dinas jabatan Gubernur;

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah; dan

c. kop Naskah Dinas Cabang Dinas, UPTD, dan Satuan Pendidikan.
Pasal 26

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani

oleh Gubernur, menggunakan:

a. Lambang Negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di
bawahnya bertuliskan “GUBERNUR BANTEN”, dengan huruf 12, dan
ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas pengaturan

dan Naskah Dinas penetapan;

b. Lambang Negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di
bawahnya bertuliskan “GUBERNUR BANTEN”, dengan huruf 12, dan
ditempatkan di bagian tengah atas serta alamat yang dilengkapi
dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon,
nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan
huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah,
untuk Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah

Dinas penetapan;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana

tugas, dan pelaksana harian Gubernur, serta Wakil Gubernur.

Dalam hal Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
atas nama Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat
Lambang Negara berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan
“PROVINSI BANTEN”, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian
tengah atas serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota
dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan
kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan

di bagian tengah bawah.
Pasal 27

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf b digunakan untuk:

a. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
dan

b. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

atas nama Gubernur.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menggunakan lambang daerah berwarna, memuat nama
Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon,

nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos.

Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama

Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf Arial.

Penulisan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditebalkan (bold).

Pasal 28

Kop Naskah Dinas Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Kepala Cabang Dinas.

Kop Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
c digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
UPTD.
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(3) Kop Naskah Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani

oleh Kepala Satuan Pendidikan.

(4) Kop Naskah Dinas Cabang Dinas, UPTD, dan Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
menggunakan lambang daerah berwarna, memuat nama Pemerintah
Daerah, nama Perangkat Daerah, nama Cabang Dinas, UPTD, dan
Satuan Pendidikan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, laman,

pos-el, dan kode pos.

(5) Kop Naskah Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat menggunakan lambang Satuan Pendidikan.

(6) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, dan Kepala Satuan Pendidikan
atas nama Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 29

Format kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penomoran
Pasal 30

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
a. penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan;
penomoran Naskah Dinas penugasan;

penomoran Naskah Dinas korespondensi internal;

penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal; dan

oo g

penomoran Naskah Dinas khusus.
Pasal 31

(1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a menggunakan angka

arab dengan memuat unsur berupa nomor dan tahun terbit.

(2) Penomoran Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf b menggunakan angka arab dengan memuat unsur
paling sedikit berupa:

a. kode klasifikasi;
b. nomor urut; dan

c. tahun terbit.

- 16 -



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 32

Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, untuk Nota Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a menggunakan angka arab dengan
memuat unsur meliputi:
a. kode klasifikasi;
b. nomor urut;
c. singkatan nama Unit Pengolah pada Perangkat Daerah penyusun
Naskah Dinas; dan
d. tahun terbit.
Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf d menggunakan angka arab dengan
memuat unsur meliputi:
a. kategori klasifikasi keamanan;
b. kode klasifikasi;
C. nomor urut;
d. singkatan nama Perangkat Daerah dan Biro sebagai Unit Pengolah
penyusun Naskah Dinas; dan
e. tahun terbit.
Pasal 33

Penomoran Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 huruf a sampai dengan hurufi, hurufl, huruf n sampai dengan huruf
r, huruf u dan huruf v, menggunakan angka arab dengan memuat
unsur paling sedikit berupa nomor dan tahun terbit.

Penomoran Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf k dan huruf m, menggunakan angka arab dengan memuat

unsur meliputi:

a. kategori klasifikasi keamanan;

b. kode klasifikasi;

C. nomor urut;

d. singkatan nama Perangkat Daerah dan Biro sebagai Unit Pengolah
penyusun Naskah Dinas; dan

e. tahun terbit.

Penomoran Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf s dan huruf t mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 34

Singkatan nama Unit Pengolah pada Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah.
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(2) Singkatan nama Perangkat Daerah dan Biro sebagai Unit Pengolah
penyusun Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) huruf d dan Pasal 33 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
Pasal 35
Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Bagian Keempat
Penggunaan Kertas
Pasal 36
(1) Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas arahan
berupa Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. kertas jenis Houturij Schrijfpapier (HVS);
b. ukuran F4; dan
c. standar Kertas Permanen.
(2) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m?2;
b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) mN;
c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh dua)
metode schopper atau 2,18 (dua koma delapan belas) metode MIT;
d. pH pada rentang 7,5-10 (tujuh koma lima sampai dengan sepuluh);
e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma empat) mol
asam/kg; dan
f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling sedikit 5
(lima).
Pasal 37
Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan,
Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas
jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit
70 (tujuh puluh) gram/m?2, kecuali pada lembaran daerah dan berita
daerah.
Pasal 38
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan
Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan
ketahanan kertas dalam hal Naskah Dinas memiliki jangka waktu simpan

yang lama atau memiliki nilai guna kesejarahan.
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(1)

(2)

(1)

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta
Pasal 39

Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d sebagai berikut:

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna
biru tua;

c. tinta Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu;

d. tinta Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia,
berwarna merah.

Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang
tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf, serta
Kata Penyambung

Pasal 40
Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan

(1)

(2)

(1)

(2)

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan aspek keserasian dan estetika.
Pasal 41

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas pengaturan dan penetapan

yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas).

Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah

Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas).
Pasal 42

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda

bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman

berikutnya.
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(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi
Pasal 43
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana domaksud dalam Pasal
24 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam
penyusunan Naskah Dinas.
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Naskah Dinas korespodensi dan Naskah Dinas khusus diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ruang tepi atas:
1) jika menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi di bawah kop;
dan
2) jika tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi
atas kertas.
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi
bawah kertas;
c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman
Pasal 44
Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g pada
Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus memiliki lebih
dari satu halaman, maka pada halaman berikutnya diberi nomor yang

ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan
Tembusan
Pasal 45
Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h disampaikan
kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu

mengetahui isi surat tersebut.
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(2)

(3)

(4)

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya
ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan

kepada pejabat yang diatasnamakan.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya
ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Gubernur,

disampaikan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya
ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Gubernur
berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan

piagam tidak memerlukan tembusan.

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi

(6)

(1)

(2)

(3)

bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua
(:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata

sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Contoh penulisan tembusan tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

Lampiran
Pasal 46

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i
ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani
Naskah Dinas.

Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Contoh penulisan lampiran tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel/Cap

Pasal 47

Paraf, tanda tangan, dan Stempel/Cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 48

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan tanda tangan
singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi,

substansi, redaksi, dan pengetikan Naskah Dinas.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. paraf hierarki; dan

b. paraf koordinasi.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat

penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat
Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan

oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas pengaturan dan penetapan yang

materinya menyangkut kepentingan unit kerja lain sebelum ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit

pengolah, unit lain yang terkait, dan Biro Hukum pada setiap lembar

naskah.

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a
merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan

dalam bentuk matriks.

Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani
oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah,
Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro,
Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, dan Kepala Satuan Pendidikan
harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal empat orang pejabat
secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi,
redaksi dan penulisan Naskah Dinas tersebut sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas
korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar
terakhir.
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(4)

(1)

(2)

(1)

Pembubuhan paraf hirarki pada Naskah Dinas penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan

pada lembar pertama.
Pasal 51

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf
b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat
lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk

matriks.

Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf
oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.
Pasal 52

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas
identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan

keutuhan informasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(3)

a. tanda tangan basah; dan.

b. tanda tangan elektronik

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 53

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media

rekam kertas.

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media

(1)

(2)

rekam elektronik.
Pasal 54

Penandatanganan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b mutatis
mutandis dengan penandatanganan Naskah Dinas dengan media

rekam kertas.

Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan
tanda tangan basah pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum.
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Pasal 55

(1) Autentikasi Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 17 berupa

barcode.

(2) Barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan
identitas penandatangan Naskah Dinas dengan media rekam

elektronik.

(3) Bentuk dan penempatan barcode sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 56

(1) Penulisan nama Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar dan

seluruhnya menggunakan huruf kapital.

(2) Penulisan nama Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus
menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan.

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Gubernur, Wakil
Gubernur, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar,

pangkat/golongan dan nomor induk pegawai.

(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara,
pelaksana tugas, dan pelaksana harian Gubernur tidak menggunakan

gelar, pangkat/golongan dan nomor induk pegawai.

(5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian
Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, pangkat/golongan dan

nomor induk pegawai.

(6) Penulisan nama Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata.
Pasal 57

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk
kode quick response yang disertai nama pejabat penandatangan dan

nama jabatan;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada
pihak yang berhak tanpa harus dicetak;

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, media daring atau media

luring; dan

menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara

sertifikasi elektronik Indonesia.
Pasal 58

Stempel/Cap digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam

kertas.

Stempel/Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan

pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.
Pasal 59

Stempel/Cap terdiri atas:

a. Stempel/Cap jabatan Gubernur;

b. Stempel/Cap Perangkat Daerah;

c. Stempel/Cap Cabang Dinas, UPTD dan Satuan Pendidikan;

d. Stempel/Cap pengamanan Naskah Dinas.

Bentuk dan ukuran Stempel/Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Penulisan nama Perangkat Daerah, Cabang Dinas, UPTD dan Satuan

Pendidikan yang dicantumkan pada Stempel/Cap dapat disingkat.

Singkatan nama Perangkat Daerah, Cabang Dinas, UPTD dan Satuan
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.
Pasal 60

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel/Cap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a yaitu Gubernur dan Wakil

Gubernur.

Sekretaris Daerah berhak menggunakan Stempel/Cap Sekretariat
Daerah untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah atas nama Gubernur.
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(3) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel/Cap Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b yaitu Kepala
Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang dan Kepala Biro

pada Sekretariat Daerah.

(4) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel/Cap Cabang Dinas, UPTD,
dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

huruf ¢ yaitu Kepala Cabang Dinas, UPTD, dan Satuan Pendidikan.

(5) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel/Cap pengamanan Naskah
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d yaitu

pejabat yang membidangi urusan ketatausahaan.
Pasal 61

Stempel/Cap untuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dibubuhkan pada bagian kiri tanda

tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.
Pasal 62

(1) Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
Stempel/Cap jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit yang membidangi urusan

ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

(2) Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
Stempel/Cap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) huruf b dilakukan oleh wunit yang membidangi urusan

ketatausahaan pada sekretariat Perangkat Daerah.

(3) Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
Stempel/Cap Cabang Dinas, UPTD, dan Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dilakukan oleh
unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Cabang Dinas,
UPTD, dan Satuan Pendidikan.

(4) Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
Stempel/Cap pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d dilakukan oleh unit yang membidangi
urusan ketatausahaan pada Perangkat Daerah.

(5) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan Stempel/Cap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(6) Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah bertanggung jawab
atas pengadaan Stempel/Cap.
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Pasal 63

Untuk pengamanan Stempel/Cap Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah

Daerah menggunakan kode rahasia.

Pasal 64

Bentuk, ukuran dan isi Stempel/Cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Bagian Keduabelas
Amplop dan Map
Pasal 65
Amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k
terdiri atas:
a. amplop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;
b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah; dan
c. amplop Naskah Dinas Cabang Dinas, UPTD, dan Satuan Pendidikan.
Bentuk Amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media

rekam kertas berbentuk persegi panjang.

Ukuran amplop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan
untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah

Daerah.

Amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

menggunakan kertas warna putih.

Amplop Naskah Dinas dengan kertas warna putih sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh:

a. penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian Gubernur;

b. Wakil Gubernur; dan

c. Sekretaris Daerah untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Cabang Dinas, UPTD, dan
Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf ¢ menggunakan kertas warna coklat.
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Pasal 66

(1) Pada amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat

(1) harus dicantumkan:

a.

b.

alamat pengirim; dan

alamat tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a.

Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat
yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi,
nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian

tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Gubernur;

. Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama Pemerintah

Daerah, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan
nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos
di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah atas nama Gubernur; dan

. Lambang Daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama

Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi
dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon,
faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk

amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(3) Alamat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :

(4)

a.
b.

C.

nomor surat;
pejabat yang dituju; dan

alamat.

Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah

antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat

Daerah adalah 3 : 4 menggunakan huruf Arial.

Pasal 67

Bentuk amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan

Pasal 66 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 68

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k terdiri atas:

a.
b.

map Naskah Dinas jabatan; dan

map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
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(2) Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat disesuaikan

dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
Pasal 69

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. map Naskah Dinas Gubernur; dan

b. map Naskah Dinas Kepala Perangkat Daerah.

(2) Map Naskah Dinas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan
Gubernur menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan

ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

(3) Map Naskah Dinas Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memuat Lambang Daerah berwarna, nama
Pemerintah Daerah pada bagian pertama, nama Perangkat Daerah pada
bagian kedua menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan

dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 70

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada
format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur
ini.

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

Bagian Keempatbelas
Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan
Ralat Naskah Dinas

Pasal 71

Perubahan, pencabutan, dan pembatalan Naskah Dinas harus jelas dan
dapat menunjukkan Naskah Dinas yang mengalami perubahan,

pencabutan, dan pembatalan tersebut.
Pasal 72

Perubahan Naskah Dinas dapat dilakukan dengan mengubah bagian
tertentu dari Naskah Dinas yang dinyatakan dengan Naskah Dinas

perubahan.
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Pasal 73

(1) Pencabutan Naskah Dinas dapat dilakukan karena Naskah Dinas
tersebut bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau kebijakan yang

baru ditetapkan.

(2) Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan penerbitan Naskah Dinas yang baru.

Pasal 74

Pembatalan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa seluruh materi
Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan

pembatalan dalam Naskah Dinas yang baru.
Pasal 75

Ralat Naskah Dinas merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap
sebagian materi Naskah Dinas selain jenis naskah dinas pengaturan dan
naskah dinas penetapan melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas

yang baru.
Pasal 76

(1) Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan apabila diubah,
dicabut, atau dibatalkan harus diubah, dicabut, atau dibatalkan

dengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

(2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, pembatalan,
dan ralat Naskah Dinas yaitu pejabat yang menandatangani Naskah

Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

BAB IV
PENGAMANAN DAN KECEPATAN PROSES NASKAH DINAS
Bagian Kesatu

Tingkat Keamanan
Pasal 77

(1) Perangkat Daerah yang menerbitkan Naskah Dinas melaksanakan

pengamanan terhadap Naskah Dinas.

(2) Pengamanan terhadap Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
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b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan
dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses;

2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.
Pasal 78

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik,
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis harus memuat fitur

pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 79

(1) Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:
a. sangat rahasia;
b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

(2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan
yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan

keselamatan negara.

(3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan surat
yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang

berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.

(4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan
surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian

penerima surat.

(5) Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat
disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 80
Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.
Pasal 81

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia,

rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka
diberikan kepada pihak terkait.
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Pasal 82

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat
pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah

Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat

rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 83

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi

tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.
Pasal 84

(1) Pengamanan NDE, dalam bentuk:
a. NDE yang dapat dibuktikan keabsahannya; dan
b. NDE yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

(2) NDE yang dapat dibuktikan keabsahannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a yaitu NDE yang telah dibubuhkan tanda tangan
elektronik, oleh pihak yang berwenang melalui Aplikasi Umum Bidang

Kearsipan Dinamis.

(3) NDE yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu NDE yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 85

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan menggunakan

tinta warna merah;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta

warna merah;

c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode ‘T’ dengan menggunakan tinta

hitam; dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan menggunakan tinta hitam.
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Bagian Kedua
Pemberian Nomor Seri Pengaman

dan Security Printing
Pasal 86

(1) Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security
printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b angka
2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan

informasi pada Naskah Dinas.

(2) Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 87

Penggunaan security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(2) huruf b angka 2 Naskah Dinas dapat dilakukan dengan metode sebagai
berikut:

a. watermarks;

b. rosettes;

c. guilloche;

d. filter image;

e. anticopy;

f. microtext;

g. line width modulation;

h. relief motif;

i. invisible ink; atau

j- metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 88

Metode security printing pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kecepatan Proses
Pasal 89

(1) Kecepatan proses dilakukan dengan mencantumkan sifat pada Naskah
Dinas sebagai klasifikasi kecepatan untuk menindaklanjuti setelah

Naskah Dinas diterima.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. amat segera/kilat, batas waktu 24 jam setelah Naskah Dinas
diterima;
b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah Naskah Dinas
diterima;
c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah Naskah Dinas
diterima; dan
d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
Naskah Dinas diterima.
BAB V
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 90

Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak,
kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan

pada jabatannya.

Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Gubernur berlaku
mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas,
dan pelaksana harian Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 91

Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar
instansi Pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada
pada Gubernur yang berkaitan dengan:

a. urusan pemerintahan Daerah;

b. perencanaan Pembangunan Daerah;

c. pengelolaan keuangan Daerah;

d. manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah;

e. pengelolaan barang milik Daerah; dan

f. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat
kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada
Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi pratama di setiap

Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.

Pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan
surat oleh atasan kepada pejabat di bawahnya dilaksanakan sebagai
berikut:
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(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

a. Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan
penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan
operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan

kerja di instansi masing masing;

b.Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat
memperoleh pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah
Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai
dengan bidang masing-masing dan tidak bersifat
kebijakan/keputusan/arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Penandatanganan Naskah Dinas yang bersifat keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat ditandatangani oleh Jabatan
pimpinan tinggi pratama sepanjang diamanatkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 92

Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangannya
kepada pejabat di bawahnya.

Penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menyebut:

a. atas nama,;

b. untuk beliau;

c. pelaksana tugas;

d. pelaksana harian;

e. penjabat; dan

f. penjabat sementara.

Contoh penulisan penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 93

Atas nama yang disingkat a.n. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (2) huruf a, digunakan jika pejabat yang berwenang
menandatangani Naskah Dinas melimpahkan kepada pejabat

dibawahnya.

Penggunaan atas nama (a.n) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:
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(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah
Dinas yang bersifat kebijakan, kecuali Naskah Dinas yang sifatnya

administrasi;

b. Materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan
tanggungjawab pejabat yang melimpahkan;

c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas
berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Pasal 94

Untuk beliau, yang disingkat u.b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 ayat (2) huruf b, digunakan jika pejabat yang diberi kuasa memberi
kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.

Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.).

Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan
bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat
eselon di bawahnya.

Penggunaan untuk beliau (u.b.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:

a. Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat
struktural di bawahnya;

b. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung
jawabnya;

c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat
pengganti; dan

d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Pasal 95
Pelaksana tugas yang disingkat Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 ayat (2) huruf c digunakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan

bertanggungjawab atas Naskah Dinas yang ditandatangani olehnya.

Pelimpahan wewenang pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dalam bentuk tertulis.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Batasan kewenangan pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 96

Pelaksana harian yang disingkat Plh. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (2) huruf d digunakan oleh pejabat yang mendapat
pelimpahan wewenang dari pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak
berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan
alokasi anggaran.

Pelimpahan wewenang pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dalam bentuk tertulis.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
sementara sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat.

Batasan kewenangan pelaksana harian berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Penjabat yang disingkat Pj. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat
(2) huruf e digunakan pejabat sementara untuk jabatan Gubernur dan

Sekretaris Daerah.

Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas

pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Pasal 98

Penjabat Sementara yang disingkat Pjs. sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 ayat (2) huruf f digunakan pejabat sementara untuk melaksanakan

tugas Gubernur dan Wakil Gubernur yang cuti di luar tanggungan Negara

untuk melaksanakan kampanye.

(1)

BAB VI
NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 99
Pengelolaan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik terdiri dari:
a. penciptaan;
b. penggunaan dan pemeliharaan; dan

C. penyusutan.
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(2) Pengelolaan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Aplikasi
TNDE.

(3) Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

(4) Dalam hal Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan, pengelolaan Naskah

Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.
Pasal 100
Alur kerja Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2),

mengikuti alur kerja pada Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Bagian Kedua
Penciptaan
Paragraf 1

Umum
Pasal 101

(1) Penciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a,

meliputi kegiatan:
a. pembuatan; dan
b. penerimaan.

(2) Pembuatan dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memperhatikan syarat yang berdasarkan Tata Naskah Dinas,

klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
Pasal 102

(1) Pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a

diregistrasi/diagenda oleh Unit Kearsipan Perangkat Daerah.

(2) Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang sudah
diregistrasi/diagenda sebagaimana pada ayat (1) didistribusikan
kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta

aman.

(3) Pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam elektronik dapat

dilakukan baik secara elektronik maupun secara manual.

(4) Pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan tindakan
pengendalian penerimaan Naskah Dinas dengan media rekam

elektronik.
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()

(6)

(7)

Penerimaan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah setelah diterima oleh

petugas atau pihak yang berhak menerima.

Penerimaan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diregistrasi oleh pihak yang

menerima.

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didistribusikan kepada unit

kerja/Unit Pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian.

Pasal 103

Pembuatan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat

(2) mencakup kedalam aplikasi TNDE, meliputi:

e R N N R

. komunikasi internal;

. komunikasi eksternal,

disposisi;

. diarsipkan;

. pembuatan Naskah Dinas dengan Template;
penelusuran surat dan Naskah Dinas; dan

. fasilitas pencetakan data.

Paragraf 2
Komunikasi Internal
Pasal 104

Komunikasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a,

merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar

pejabat.

Pasal 105

Komunikasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:

a. Naskah Dinas masuk internal; dan

b. Naskah Dinas keluar internal.

Pasal 106

(1) Naskah Dinas masuk internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105

huruf a, merupakan Naskah Dinas yang dikirim oleh pejabat di

lingkungan Perangkat Daerah secara berjenjang.

(2) Dalam pengelolaan Naskah Dinas masuk internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), aplikasi TNDE menyediakan fasilitas
manajemen agenda Naskah Dinas masuk internal secara otomatis

untuk selanjutnya disimpan dalam basis data aplikasi TNDE.
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Pasal 107
(1) Naskah Dinas keluar internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
huruf b, merupakan Naskah Dinas yang dikirimkan kepada pejabat di
lingkungan Perangkat Daerah.
(2) Dalam pengelolaan Naskah Dinas keluar internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), aplikasi TNDE menyediakan fasilitas:
a. manajemen agenda Naskah Dinas keluar internal secara otomatis;
dan/atau
b. pembuatan konsep Naskah Dinas keluar internal dengan Template
sesuai jenis dan format sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Tata Naskah Dinas.
(3) Naskah Dinas keluar internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disimpan dalam basis data aplikasi TNDE.

Paragraf 3
Komunikasi Eksternal
Pasal 108
Komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b,
merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan
pejabat antar Perangkat Daerah, dan/atau pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan instansi atau perorangan di luar Pemerintah

Daerah.
Pasal 109

Komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, meliputi:
a. Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal; dan

b. Naskah Dinas keluar eksternal.
Pasal 110

(1) Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 huruf a, merupakan surat dan Naskah Dinas yang
dikirim oleh Perangkat Daerah, dan/atau instansi di luar Pemerintah

Daerah atau perorangan.

(2) Dalam pengelolaan surat dan Naskah Dinas masuk eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aplikasi TNDE menyediakan
fasilitas manajemen agenda surat masuk secara otomatis, berupa:

a. input data;
b. pemindaian; dan

c. pencetakan Naskah Dinas.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), disimpan dalam basis data aplikasi TNDE melalui
pemindaian dokumen.

Pasal 111

Naskah Dinas keluar eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 huruf b merupakan Naskah Dinas keluar yang dikirimkan oleh
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditujukan
kepada Perangkat Daerah, dan/atau instansi di luar Pemerintah
Daerah atau perorangan.

Dalam pengelolaan Naskah Dinas keluar eksternal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), aplikasi TNDE menyediakan fasilitas:

a. manajemen agenda Naskah Dinas keluar eksternal secara otomatis;

b. pembuatan konsep Naskah Dinas keluar eksternal dengan Template
sesuai jenis dan format berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenai Tata Naska Dinas; dan

c. pencetakan Naskah Dinas keluar eksternal yang dikirimkan oleh
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada
Perangkat Daerah, dan/atau instansi di luar Pemerintah Daerah
atau perorangan.

Naskah Dinas keluar eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), disimpan dalam basis data Aplikasi TNDE.

Paragraf 4

Disposisi

Pasal 112
Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf ¢ merupakan
petunjuk mengenai tindak lanjut, tanggapan dan/atau arahan dari

atasan kepada bawahan secara berjenjang terhadap surat dan Naskah
Dinas.

Dalam pengelolaan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
aplikasi TNDE menyediakan fasilitas penelusuran penyelesaian atas
petunjuk dalam disposisi secara elektronik.

Paragraf 5

Diarsipkan

Pasal 113

Diarsipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d merupakan

suatu petunjuk atas surat dan Naskah Dinas masuk dan keluar pada

sistem Naskah Dinas dengan media rekam elektronik untuk disimpan

secara sistematis sesuai dengan pengelolaan pengarsipan.
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Paragraf 6

Pembuatan Naskah Dinas dengan Template
Pasal 114

(1) Pembuatan Naskah Dinas dengan Template sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 huruf e memberikan kemudahan dan keseragaman

bagi pengguna Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

(2) Aplikasi TNDE menyediakan fasilitasi pembuatan Naskah Dinas
dengan menggunakan Template yang menyatu dalam alur pembuatan
agenda Naskah Dinas keluar.

(3) Jenis dan format pembuatan Naskah Dinas dengan Template
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.

Paragraf 7
Penelusuran Surat dan Naskah Dinas
Pasal 115
Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas penelusuran surat dan Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f untuk memantau

kemajuan penyelesaian surat dan Naskah Dinas secara elektronik.

Paragraf 8
Fasilitas Pencetakan Data
Pasal 116
(1) Aplikasi TNDE menyediakan fasilitasi pencetakan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 huruf g.

(2) Fasilitas pencetakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Pemeliharaan
Paragraf 1
Penggunaan

Pasal 117

(1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b
adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan NDE bagi kepentingan

pengguna arsip yang berhak.
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(2) Autentisitas Naskah Dinas dengan media rekam elektronik menjadi

tanggung jawab Pencipta Arsip.

(3) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Paragraf 2

Pemeliharaan
Pasal 118

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b
dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan

keselamatan arsip.

(2) Pemeliharaan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik dilakukan
melalui kegiatan:
a. pemberkasan; dan

b. penyimpanan.

Pasal 119

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas pemberkasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, dengan penempatan NDE ke dalam suatu
himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan

konteks kegiatannya sehingga menjadi satu.

Pasal 120

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas pemberkasan yang di simpan pada
himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 119 menjadi sebuah arsip elektronik.
Pasal 121

(1) Pemberkasan arsip elektronik, dilakukan terhadap arsip yang dibuat

pencipta arsip dan/atau diterima oleh Unit Pengolah.

(2) Pemberkasan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan klasifikasi arsip.

(3) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui prosedur pemeriksaan, penentuan indeks,
penentuan klasifikasi arsip, tunjuk silang, pelabelan dan penyusunan

daftar arsip aktif.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat

Penyusutan
Pasal 122

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas penyusutan arsip elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c, yaitu kegiatan
pengurangan jumlah arsip elektronik dengan cara pemindahan arsip
inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan arsip yang
tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga

kearsipan.

Penyusutan arsip elektronik dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan

jadwal retensi arsip yang tersedia di dalam aplikasi.

Prosedur penyusutan arsip elektronik dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 123

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas penyimpanan arsip elektronik

inaktif pada Unit Kearsipan Perangkat Daerah.

Penyimpanan arsip elektronik inaktif pada Unit Kearsipan dilakukan

dari adanya kegiatan penyusutan arsip.

Penyimpanan arsip elektronik inaktif disertai dengan penyediaan daftar
arsip inaktif yang memuat sekurangnya nomor urut, klasifikasi arsip,
uraian informasi berkas, jumlah, Unit Pengolah, akhir retensi arsip

inaktif dan daftar isi berkas.

Penyusutan arsip elektronik inaktif yang disimpan pada Unit Kearsipan
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Pasal 124

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menunjuk pegawai sebagai

administrator Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Penunjukan pegawai sebagai administrator Naskah Dinas dengan
media rekam elektronik ditetapkan dengan surat perintah Kepala

Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Penggunaan aplikasi TNDE wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai
sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VII
PENGENDALIAN NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 125

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk
Pasal 126

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

125 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan
cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat,

dan mendistribusikan ke unit pengolah;

b. unit pengolah menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas

dan arahan pimpinan; dan

C. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Paragraf 1
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

pada Media Rekam Kertas
Pasal 127

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. penerimaan;

b. pencatatan;

c. pengarahan; dan

d. penyampaian.
Pasal 128

Pada tahap penerimaan, Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul
tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan:

a. sangat rahasia (SR);

b. rahasia (R);
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c. terbatas (T); dan
d. biasa (B).

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 129

Pada tahap pencatatan, Naskah Dinas masuk yang diterima dari
petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori

klasifikasi keamanan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas.

Sarana pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa:

a. buku agenda Naskah Dinas masuk; atau

b. kartu kendali.

Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nomor urut;

b. tanggal penerimaan;

. tanggal dan nomor Naskah Dinas;

. asal Naskah Dinas;

. isi ringkas Naskah Dinas;

unit kerja yang dituju; dan

m =, 0o o 0

. keterangan.

Pasal 130

Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan klasifikasi keamanan sangat
rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit

pengolah yang dituju.

Pengarahan Naskah Dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka
dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi
dan maksud Naskah Dinas untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan

menindaklanjuti Naskah Dinas tersebut.
Pasal 131

Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah sesuai dengan

arahan dengan bukti penyampaian Naskah Dinas.

Bukti penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

informasi tentang:

a. nomor urut pencatatan;
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

b. tanggal dan nomor Naskah Dinas;

c. asal Naskah Dinas;

d. isi ringkas Naskah Dinas;

e. unit kerja yang dituju;

f. waktu penerimaan; dan

g. tanda tangan dan nama penerima di Unit Pengolah.

Bentuk bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. buku ekspedisi; atau

b. lembar tanda terima penyampaian.

Paragraf 2
Pengendalian Naskah Dinas Masuk
pada Media Rekam Elektronik

Pasal 132
Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam elektronik
menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk, Aplikasi Umum
Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai klasifikasi

keamanan, dan penyampaian.

Pasal 133
Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan
media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi
yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melalui
akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan
pegawai, harus disampaikan kepada Unit Kearsipan untuk dilakukan
registrasi ke dalam Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas dengan media
rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam
bentuk tangkapan layar (capturing) atau salinan digital (soft file).

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Keluar
Pasal 134

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

125 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
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a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang diberi nomor, tanggal, dan Stempel oleh unit tata usaha
pada masing-masing unit kerja; dan

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit
tata usaha dan unit pengelola.

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau
pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.

(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan
tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang
menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

Paragraf 1
Pengendalian Naskah Dinas Keluar
pada Media Rekam Kertas

Pasal 135
Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam kertas
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. pencatatan;
b. penggandaan;
c. pengiriman; dan
d. penyimpanan.
Pasal 136
(1) Pada tahap pencatatan, Naskah Dinas keluar yang dikirim harus
diregistrasi pada sarana pengendalian Naskah Dinas keluar.
(2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:
a. buku agenda Naskah Dinas keluar; dan
b. kartu kendali.
(3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
nomor urut;
tanggal pengiriman;
tanggal dan nomor Naskah Dinas;
tujuan Naskah Dinas;
isi ringkas Naskah Dinas; dan

S0 a0 T

keterangan.

Pasal 137

(1) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan setelah Naskah Dinas keluar
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang memiliki kategori klasifikasi keamanannya Sangat Rahasia
(SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh
petugas.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 138
Naskah Dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengelola
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap
dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan.
Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T), Naskah Dinas dapat
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan
alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas.
Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas, dapat
dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda ‘u.p’ (untuk
perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama
jabatan yang dituju.

Pasal 139
Penyimpanan Naskah Dinas keluar dilakukan oleh unit pengelola
melalui sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah
Dinas keluar.
Pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk

sesuai dengan klasifikasi arsip.

Paragraf 2
Pengendalian Naskah Dinas Keluar
pada Media Rekam Elektronik

Pasal 140
Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam elektronik
menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, Aplikasi Umum
Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman, dan penyimpanan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 141
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Pembinaan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah
Provinsi Banten yang memiliki tugas di bidang organisasi dan tata

laksana.
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(3) Pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan kearsipan.
(4) Pembinaan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
a. Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan; dan

b. Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan

informasi.
(5) Pembinaan TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pengambangan konsep sistem TNDE; dan

b. bimbingan teknis operasional pengelolaan TNDE.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 142
(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 143
Penggunaan kop surat, stempel, dan amplop yang digunakan saat ini oleh
Pemerintah Daerah, dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini paling lambat tanggal
1 Juni 2024.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Banten Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten

Tahun 2017 Nomnor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 145
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR
Diundangkan di Serang

pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

IADLP 0, S.H.
v~ ¥Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA NASKAH DINAS

BAB I
SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL/CAP, AMPLOP,
MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN NASKAH DINAS, PENOMORAN, TEMBUSAN, LAMPIRAN,
DAN PENGAMANAN NASKAH DINAS

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
A. Naskah Dinas Penetapan

1. Keputusan Kepala Perangkat Daerah

PEMERINTAH PROVINS] BANTEM
SEKRETARIAT DAERAH

Bamanmr Py e ramean e clarema o 5 3y
Jaimn Spscn b A Do el Palime Sarsng Dsnuan Telapan (U5 Fadomn e ...
[l G el Pl Biris

EEPUTUSAMN SERRETARIE DAERAH PROVIME] BANTEM
TEMT &MNG

SERKRETARIS DASRAH,

Burrmilssing

Pl gi g o
3 Dan selsusnyga
RAE R TLIDE AR |

Py sl i, s
HKESATL

FEL g e i il o ot "l e -y e, iy e i 8 e e 2 s o i e
HETHAA
COan eslsruenys
D tapbaim ol oo e
Pada ESrrg@al e i e

SBEHRE TARFES DAERAH,

FIAFA A
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B. Naskah Dinas Penugasan

1. Surat Perintah

Contoh Surat Perintah Gubernur

GUBERMUR BANTER
SLIRAT PERINT,
MM i
Tl mimEssng o, Bt = 2 . 5 .
b. bahwa e Sioha el el s BHHA
2. . = :
Mambar Parintah
epmda L . S S -
Z. E L F
-: oRCT L ERCRR L PN P - - - i
4. dan ssbersmnys
Linkuk il [ m T = e L SRR - 0 R, L L THCRESETEH
- di
4, dan seberustye

Mama tempat, Tanggal Bulan dan Takhun

Giubarrur Banlsen,

Eawoman Pussl Perresirrianan Prosing Bargsn (KP3E)
Aalan Byech Hawrsd Al Rartard Fabma Serang Bardsn Telegon (020547 |, Fakeenile
Wabkte. ... Bl - . Hode Pes ..
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Contoh Surat Perintah Perangkat Daerah

g PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Haweman Pusat Pemannhahan Provine: [anten (KPJ0)
Jmlan Eysch Maane Al Bandses, Pelins Somng Banlee Telspn., (G251 ... Fakaimis

SURAT PERINTAH
MEBOR ...

Menirnbang S LR c ) I L L IO A o RO O Rt Sl e e L i

Kapada FTRLy e PR AL LR ot

4, dan salarusnya

Lirrhi

y (P
e R
., S Lyev.

4. dan selerusnya

Tesnpat, Tanggal, Bulan, dan Tahim

Eakipdaris Dacrah
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2. Surat Tugas

Contoh Surat Tugas Gubernur

Dasar

Lirtuk

SURAT TUGAS
HMEMERINT AHKAM.
1. Hama
Pangkat/galengan !
HIP 2
Jabarian i
2 Mama
Fangkal/poiongan
|| - S 0 Ol o TSl S BN L o 1
Jabatan

3 dan satenasrya,

r e e e et emerren NP prepp Lyl B Copeparpereey .
3 et

4 dan satedisiya

Mama lempad, Tanggal, Bulan dan Tahun

Gubermur Banten

Mama

Hanaaan Fusal Parmeonianan Frovins Bantan (KF 38
Jalar Syeoh Hawaed Al Bantani, Palima Semng Bamen Telepen, (0254] |, Fakgrrie |
Wahsits _ Ercall _ HKeooe Pos
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Contoh Surat Tugas Perangkat Daerah

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

& Karveavizan Puranl Pemaiiciaban Provismi Bamen #PIE)
Jdadian By Mm@ Al Banlaci, Pelima Saiang Banien Tekgoon (023 . Falsinka
iand: o Fmndl  ®nde Pra

BLUFAT TUGAS
MO
DIBEET oieiieimetiieebesemseiessesiesoias esmsisnssss ceemsesms et meeasass o e bmstenm e b r e
MEMERIMTAHKAM:
Kapada 1, Mams
Pangkstagolongan ek G o o e 81 o 05
MIP el s o M i -
Jabatan b R i L e -
2. Mama o s e
Fangkatiyolongan i e R e e el
MIF B e e R e R P A
Jabatan ¥ e e,
3. dan elarusmmym.
Pinduk Py SR

4, dan selerusnya,

Tempet, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Kama Jabetan,

Mama
Pangkal'Golongan
HIP
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3. Surat Perjalanan Dinas

Contoh

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Feawvarsa n Fusan Pemisdis e Provinsd Bamies (FP38]
Jubam Bywach Moacesi A Bantini, Palims Secace Rasten Telppon 0354 Fabaimila
Websiia ... Froed . . Koda Pos

Lembar ka e i e L i R
Koda Mo,
Pcirer R AP s R

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD|

1. | Pangguna Anggaran/iuasa
Pengauna Anggaran

| 2. | Mama ! NP Pagavwai yang

3 | a. Pangkal dan Goldngan &
b Jabatan f Instansi .
| & Tinghat Biaya Perjalanan Dinas | o
| 4, | Maksud Perjatanan Dinas
. 5, | Alat anglut yang dpergunakan
5. |a Tampa: berangkat ER
b. Tampal luuan [+3
7. | & Lamanya Perjalanan Cinas [a.
b. Tamgge! berangkat [+ 3
;. Tanggal hamus kernGal ¢ iba di i1
tmmpat ban "}
d. | Pengikul *© Hama Targgal L ahir Keterangan
&
|-&:
3
| &
]
o Pembebasan Anggaran
a. SKFPD a
b. Kede Rakaning B
10 | Kelerangan sindlain
*conet yang tdek pariu
DA Gl vt
TRRMTEIIN i e W v !
Pengguna AnggaranfBuasa Pengguna
Anggaran

RIP eaiicisas; ssiniin aeio
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= I Barangkat dar 3 =
{Tim.p:t Kedudukan)
F‘adn T-m'ln-aal
Kepala
Ry
— NP R
i, | Tibaedk =000 e Berangkal dan
Pada Tanggal L g
Kesals ... Fada Tanggal
Hepala ...
Ly | Hgsan e |
| NIE_ NE___
. | Tiba & Berangkat dar
Pasday Tanggal Hi
Kerala ..., Fada Tanggal
..................................... }
..... NIP NP
I, | Tiba Berangeatdan 00 oL
Pada Tanggal Kiz
Kepala ... Fada Tanggal
T {ovvnss )
HIF NP
W. | Tiba di Berangkat dan
Fada Tanggal o I L - e
Fegala ... Fada Tanggal
Hapala ... ...
oo RN L L
HIF NIF
Vi, | Tiba & Telah diperikss dengan keterangan bahwa
Fada Tanggal ~ | perjalanan  tersebut  distas  dHakKUREn  StEs
Kepala ... parintataya dan semata-mata untuk kepentingan
jaatan dalam wakth yamng sesingkat-singsatmya.
e
Wil | Catatan Lain-Lain
Vil | PERHATIAN:
Pemgguna Arggaran®ussa  Pengguna  Anggarsn yang memeristkan SPO,

pejabatpepawalpinak l@n vang melakukan perjaianan dinas, para pejabat yang
mengesahkan langgal berangkablibe. serta bendalrs pengeiuaran bertanggung jesb
bardasarkan pemteran-parafuran Keuangan Daerah apabila negara mandarita rugi akibst

| kesalahan, kelalaian. dan kealpaannya.
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C. Naskah Dinas Korespondensi Internal
1. Nota Dinas

Contoh Nota Dinas Gubernur

GUBERNUR EANTEN

MOTA DIMAS

Flesiric

Hal

Tembusan =

Targgal e e R PR T T O D A AT PR
Lampiran e LA S R B e U e e e T e )

Guberfur Barnben

Marma

Kawagan Fusa: Pemarintahan Provinsl Eastimm (KP2E]

sl Syech BMaweran A Beanlan, Falme Sereryg Banten Teleoon, {02545 .. ... Faksimile. ...
WWabsks, .. Emall. ., KodePos . .,
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Contoh Nota Dinas Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DAERAH

Hrpaeetn Mpess Pemesiodphonn Froveed 8 e 15 R
Jale Bavacdi Pl AF Pl nena Poaskirom hiang Hadslcd Eobasnn 80ndL Fidaire

[EEETEE] PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Fﬁh

MOTA DIMAS

¥ih.

Pamer

Hal

Dl it R e e e
Tembusan L TV Crah L VAR TF LEAst W R o L L SR ey RN L i AL AL R TR P
Tanggal T T UG I Sl S s Sy S

Sifat i b A e B
Lasmpiran ek b e i o He b [ g s ok B b ] e | e

Mama Jabaltan,

Mama
PangkatGolonpan
HIF
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2. Memo

Contoh Memo Gubernur:

Mama lempal, Tanggal, Bulan dan Tammn

Gubmmiur Barbamn,

Favepsan Puss] Permerintahen Provins| Danlsn [(KPJ30)
Jalmn Syech Nasaiv A Sankin, Palims Seang Batlen Telepon (03546 .. Fasimis,
Websks __Emall .. _XpdePas . ...
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3. Lembar Disposisi

Contoh Lembar Disposisi Gubernur:

GLUBERNUR BANTEN

LEMBAR DISPOEISI

Cribarmir Ranlen,

[Paraf dan tunggal)

Mama

Kreasan Pumat Perenniaran Provms Banten (KPF3E)

dalan Syech Mawad & Barlan, Palima Serang Banten Telepon. (0254] ..., . Fassimie

Wmomits, sl . Kooe Pos

SurEl gan - CHiEnma Tgl
Mo Surad Mo, Agerda
Tol. Sursd Silal
|:| Sangel sepera D = Rahasin
Hal
Chb=ruskan kegaca Sdr Lrengan hommat harp -
] O tanggspen dsn Saras
0 O Presesisbi larju
O n Eoomdinesykonfrmasian
Can satrusnys O
Calatan
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Contoh Lembar Disposisi Perangkat Daerah:

] PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Hawazan Pusat Pemarmiahar Prowingd Banten (KPIE)
Jadan Syech MNawav M Banitenl, Pakma Seang Bamlen Telegan. (B3 .. Fakalmie, _.

Wabsiln, ... Emai Kode Pos . ...

Sural dari
Rlo, Surat
Tg Sural

Hel

Dan estarusnya

Ciatatan

Ditaruskan kepada S

LEMBAR DISPOSISEI

Diterima Tgl

Mo, Agenda
Silul

O  sengat seger sepem | [ Rahasia

Cengan foemal harap -
[0 Tanoaapan dan Saran

O Preses lebib lanjul
[0 Hoordnasitkonfrmasikan

O

Mama Jabatan,

(Famf dan langgal)

Mama
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D. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

1.

Surat Dinas

Contoh Format Surat Dinas Gubernur:

GCLEERMLUIR BANTEMN

Tempal, Tanggal. Bulan dan Tahun

Moo N e N e e

Sifasg UG BT ekt

Lampiran LI EE S T TET) Lt [ 4 414k}

C il [ A O e PR E L R R LE R e S

di
Gubormur Bentan,
MHama
K s Pusal Fa s Proscns Baclea (RPAE)

Jafan Syech Masawi &l Bantani, Palma Seang Banben Telepon, (D254} ... Fassirmile. .
YWabala, . . Erad | Kode Pes
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Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah:

FEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusal Pemeringahan Prosios Banden [KPAE!
Jaan Eyech Mrwawi Al Bantani, Palrma Serang Bareen Talopor. (0224) ... Fassmie. ..
Whatesrna o, Emad | . Ende Pas

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Bomotl
il
Larmguran
Hal

di

Mama Jakatan,

Mama
FangkattGolngan
NP
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E. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi

Contoh Instruksi Gubernur

Dialam ranghs

Kepada

Linbulk :
KESATL
KEDLA,
HETICA

dengan inl rmenginsiruksikan:

INSTRLIKS! GLEERMNLIR BANTEN

TENTAMG

GUBERMNUR BANTEN

i T
X .
3
d. .

¢ dan saferusnya

Insinekal mi mislan berlaky pada tanggal diatapkan.

Ditetapkan di .................

pada wngasl .
Gubsmur Banlan,

Mama

Hawatan Pusst Pemerimanan Pravns] Banian (FE38)

Jalon Syech Masaei & Bantani, Paima Serang Banlen Telepon (0254 .. Fekemds, o o

. —.Email . Kode Pog .
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. Surat Edaran

Contoh Surat Edaran Gubernur

SURAT EDARAMN

TENTANG

Citekaphan & e
G bsrrnar Bmben,

Kawasen Puss? Premenintanan Provine Banben {KP5E)
Jalan Syech Namawl &) BEarian, Palima Semng BEantas Telapon, 10254 ., Fakaimila,
Webade  Emal  Hode Posg
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3. Surat Kuasa
a. Surat Kuasa Gubernur

Contoh Surat Kuasa Gubernur

GUBERNLR BANTEM

SURAT KLIASA
G g R R KT

Yang bertanda langan diawaky nl

jabatan

mmben kuasas kepada
jabatan

AlAMAT

urituk

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mastnya

Tempat, Tanggak Bulan dan Tahun

Pragnasnrrm Koogsm Parnisei Kuosss

sama Jahatan Gubamur Bantan
| Maera |

LT, e

Panghkat

HIP

Havepnan Pussd Pemecetaban Provimel Barden (P30
Aulen Syech Natswwi Al Bantani, Fabms Setang Banten Tetepan, (0254 ., Fakamie, |
Vilsbsse. . Emasil Keds Pos
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b. Surat Kuasa Perangkat Daerah

Contoh Surat Kuasa Perangkat Daerah:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kaeranne Pusat Pemerntiahan Provingi Sanes (KP3E)
Jalins Syoch Nowuwi Al Banleni. Paiva Sarang Barten Tekpon ((254) . Feksmie. .
Vichsite ... Emall . ... Kode Pos . ...

SURAT KUASA
NOMOR ..

Yang) bedtanda langan dibawah in:
nama 37 Totivoeqinimi bmisonys

jabatan 0 A e WA YA S S I S e R

alamat - BT SR I SR TAEe o8 ST &N AT P S R S S AR PO SR S o P
Membar: huasa kepada

namsa !

Jabatan

alamat

Sural kuasa ni dbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tompat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Pecacima Kunss, Pemben Kusaa,

Materai |
' J

Nama Nama

Pargkal/Golorgan Pangrab/Gokngan
NIP NIP
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4. Berita Acara
a. Berita Acara yang ditandatangani Gubernur

Contoh Berita Acara yang ditandatangani Gubernur

GUBERNUR BANTEM

1TA ]
MEOMOR:
Pada hamowi, ..., langgal ..., bulan ..., tahun . kETe Masang-masing:
T i i e s s s YR S8 @NRINYE disedbut Pibak Pertama
B i imareie 4 et i SEEETFUAN YA disabit Pikak Kedua (memusl nama,

NP, pangkat/geiangan, jabatan dan alamat), belab melaksanakan:
-]

b. dan seleruamya

Berifa Acara in dibuat dengan sesunggubnya dalam rangkap ... unluk dipergurakan
sebagrimana meshnya
Dibuntch
Pihak Kedus Fihak Pertama

Oubarmur Bantan,

Hama HHama
Pangkab'Colongan
HIF

Mm@ Pusat Parerinlanet Pioyvied Banten (KP3E)

Jaliry Slct Mawas Al Baman, Paina Sarang Bastan Teeeos, (@54} .., Faksimii, ..

Wekbaie .. Evaf ... Koede P . ...
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b. Berita Acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

Contoh Berita Acara yang ditandatangani Kepala Perangkat

Daerah:

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kavasan Pusat Porenntahan Provins: Baslon (KF3B)
Jolan Syech Nawarni Al Bartani Paime Secang Banten Telkpon. (1254 . Fakemie
Wiktate, .. Enul . . Kode Foa . .,

BERITA ACARA

Pada harl Inl, ......... , |mnggal ..., bulan ... mhun  kami masing-masing:

L i st st missianeee e YOG selonjutnys disobit Pihak Pectama
(mamuat nama, NIP, pargkat/geongan, [abatan dan slarat)

2 e Salayuinys cisabut Pihakh Kadua (memeat

ﬁirﬁa. NP ponghu‘gobngan ,abam dan slamat), telah melaksanakan.
b. dan seferusnya.

Berita Acara ini dibuat dengan sssunoguhnya dalam rangkap .0 unhik dipergunakan
sebagalmara mexinya,
DRDUBE O iiicnniin s
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Kama
Panghat Golongan Pangkal/Colongan
NIP NP
MergetahulMangesahkan
Nama Jabstan,
Tanda Fangan
Nama
Pangkat/Golongan
NP
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5. Surat Keterangan
a. Surat Keterangan Gubernur

Contoh Surat Keterangan Gubernur:

GUBERMUR BAMNTEMN

SURAT KETBRAMGAMN

Yang bertanda tanpan ditawah nl:
Jabatan : Gubbarra Banben

dangan ini manerangksn bahwa:

LT eyt e ettt e et D D S M et R

pangkatgolongan Bt gl b s D A e e e S el s O
jabatan i e e L e

dan selerusnym

Termpat, Tangaal, Bulan, dan Tatun
Gubemur Banien,

Mama

Eawasan Pusal Pemenntaban Prownsi Benten (KP3E}
dalan Syech Mawaw Al Barlanl Falima Serarg Banben Teleparn. {0254) ... Fakeimfa. .....
Welstie . Emal . . EKode Poi,

72 -



b. Surat Keterangan Perangkat Daerah

Contoh Surat Keterangan Perangkat Daerah:

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kanan Pusi Famanniaian Prosiee: Baslen [KP3E|
Saipm Spech Nivai Al Bantanl Paima Semng Banlen Takpon, [C254) . Faksimie
Wisbals. ... Coad . . Hode Fos . ...

SURAT KETERANGAN

Yarg bartanda tangan dibawah inl

nema e T R e e T T e ea
NeP

jahatan

dengan inl menamngkan bahwac

Tampsi. Tanggal, Bulan, dan Tahun

Mama Jabalan

Mama
PangkatiGolongan
HIF
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6. Surat Pengantar

Contoh Surat Pengantar:

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
Kasuean Pusal Pemsinlaban Poovingi Baai (KPIB)
Jelan Spech Nowaw A Bantani, Pelima Serong Bankzn Telepon., (0254) ... Fassmie. ..
Vohshe. ... Bmad .. Koda Pos
Tempal, Targgal, Bulan dan Tahun
T i o v
gl
SURAT PENGANTAR
[ S
Maskah Dnas'B
NPRRC I Baryaknya Heerangan
dkirimkan
Diterima fanggsl coceimmmmen
Prmsrima Penginm
hlama Jabatan, Mama Jabatan.
hlama Hama
PangkattGoinngEn PargkatiGolongan
MIP MiIP
bdormor Telepon .o,
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7. Pengumuman
a. Pengumuman Gubernur

Contoh Pengumuman Gubernur:

GUBERNUR BAMTEN

FEMGLINERAMN

MORAOIR

TENTAMNG

Gubsarnur Banlern

Hama

Epmpsan Pusal Pemerrriahan Prorics: Barden (KP33)
Jalan Syech Mamamsl 8] Bamars, Paba Seeang Banben Tewpaa. (03540
Watxitn, .., Emml ,  Wode Poe

(15 [TF Ty . = A —
saca tanggal ...

aui PG, .

-75-




b. Pengumuman Perangkat Daerah

Contoh Pengumuman Perangkat Daerah:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Hawapnn Pusat Femernisan Pocavnsd Sanien (HFEIE
Jaen Spech Mawowial Bantani, Palbma Serang Banien Telepon. (G254 .., Fokmmie. ...
Wabaite . Emsil .. Kods Pos |,

FENGLIMLUIRAN
O

TEMNTAMNG

Dikeluarkam di oo
(214 T | o[- S

Mama Jebatsn,

Mama

ParghalGolongan
MiF
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8. Laporan
a. Laporan Gubernur

Contoh Laporan Gubernur

GUBERNUR BANTEN

LAPCHRAM
TENTAMNG

A Pendahulusen
1 Umurmiatar belskang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

B. Kegistan yang dilaksanakan

C.  Ha=il yang dicapai

[ HKesimpidan dan Saran

E. Penulup
Ebatall o
pada tanggal ..
Gubermur Barden,
Hama

Eawasan Fusat Pemenniaban Prosins Basien {KP3E)
Jalan Symch Maysmeyi Al Borconi. Pahma Serang Barvien Tolegan (0254] ... Fakemile, ...

Wiaksite, .. Emadl . .. Kode Fog
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b. Laporan Perangkat Daerah

Contoh Laporan Perangkat Daerah:

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Firwmean Pusal Pamuonmiaban Frovea Boeken |KFIB|
ket Syock Masawl Al Bsslani. Palme Samng Bendan Teipan, (0253) ., Faksimda, |
‘Wiohsha, ... Emad . ... Kode Pas .- ...

LAPORAN
TEMTANG
A Pendahuhmn
1. Umumilatar tatabang
2. Landasarn Huklm
3. Maksad dan Tuan
B Kegiaan yang ditaksanakan
€ Hagil yang dicapai
0 Wi gl i SBaran
E Perutup
PRI R L s sttty v ey Ul
pada tanggal .,
Maima Jabaden,
WETREY
Pangkat/Golongan
MR
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9. Telaahan Staf

Contoh Telaahan Staf:

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
: SEKRETARIAT DAERAH

Farasmen Fusal Pemeointanan Frovired Banten (KF2E)
Jitar Syach Masrad Al Bartani P Serang Banben Tidegpon, (0254] . Fakamia, |
Wabera [Emad Ko Pog . .

TELAAHAM STAF

Y.

Dar
Tamggal
Homor
Lampiran
Hal

I Pargcalan
n Bramng gagan
n Fakia-lakia yang mamgangarshi

. Analsis
V. Kesimpulzn
VI, Sarmmn

Mama Jabalan,

Fangial’Golongan
HIP
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10. Notula

Contoh Notula:

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kavias an Pussl Pesierarn ban Prosins Batlen [KPIB|
Jaksn Syech Mowami Al Baniosd, Palima Serang Barden Telepon, (025 ... Foksmie. ...
Wishelln .. Emsal Koo Pos .

MOTULA

Sidang/Rapal
HariTanggal
Sural Undangan i i S i 8 e £ 2 A i ] b i B s e T :
Waklu SldangFapal
ACAra | PN RN

£, dan seberusma.
Fimpinan Sideng/Rapat
Kehia L R g T 1
Sekreizrig I E PP SR R T e P LR
Parcatat
Peseriz skdang/rapat i R T e PO e s s R L ey

2 dan sslerienys.
Hegalan SidangRapal [Dsesalkan dengan bondis keglatan sidangrapat)

Panpinan SxlangHapat
Narma Jabatan,

Mama
Pargkat/Golongan
NIP
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11. Surat Undangan

a. Surat Udangan Gubernur

Contoh Surat Undangan Gubernur

Moamar
Sfal
Lampran
Hal

fih

hasnAanggal
kil

lempal

acara

Lindangan

SUHERMNLUR BANTEN

Tamipat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

CGubsmur Banten,

Hama

Kxsrzman Burai Ferrernmiaohan Snoenel Bandien

Towks e

Jalen Syech Nesasi & Banksni, Paima Ssang Baren Telepon (0254)
Rexda Foi

. Ersall

Faizmrrile
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b. Surat Undangan Perangkat Daerah
Contoh Surat Undangan Perangkat Daerah

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

; Faaasan Pusat Pamennbanan Prosins Banten (KPIH)
= Jalan Syech Mawmw| & Banteri, Palima Serang Banten Talepon 250 . Faksimia
Wobsita. ... Ereal . Haode Pos ...,

Tarpal, Tangaal Bulan, dan Tahun
Mamor
Sifa
Bampltan foimmii
Hal ¢ Uindangar

L | P

Mama Jabatan,

Mama

Panghat!Gobzngan
MR
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12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

a.

Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang

ditandatangani Gubernur

GUHERMNUR BANTEN

SURAT PERNYATASN MELAKEANARAN TUGAS

Yang berlanga tangan dibavwah ind |
Hama
HiP

FargkalfGolongan e e e g e R i O L
Jabatan

Dengan ni mematakan dengsn sesunggubnya babrea

HIP

PargkatiGiolongan

Jabatan

fang dangket bordasarkan ..o Nomor o Tabhum L tenkang
PRERPTE] |- T2} T i ) B talah | mienjalanan Tugas sebagal

Dwarmikian sural  pemyatasn melaksanakan bugas inl saya  buat dengan sesunpguhnya
dengan mengingal sumpah jabatan dan apabia dikemudian hari isi surat pernyataan ini lemyaia
iclak bgnar yang berakibal kerugian bagl negara, maka sava bersedia menanggung kensgian
iersebil,

Tempai, Tanggal. Bulan, dan Tahun
Caubsarrur Banban,

Mama

Euwnnks Fuwst Pamenntahas Prowomi Banisn

Jalan Syech Hawawe & Banlani, Palira Serang Banten Telepor (0254 ... Faksimie, .
Wetsie . Emd .. Hode Pos . .
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b. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang

ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawagae Pusal Femarintashan Prosiesl Banian (KP &2
Jalen Syech Nawew | & Bontani, Pakma S=rong Benten Teepon. (0252) ... Foksrle
Wistare, ... Email . KodeFos ..

SURAT PERNYATAAN MELAKSAMNAKAN TUGAS

Yang bertanda fangan dibawath inl

MNIP bl e R G S e el e 3
Pangkat'Golangan e e L s e e Sl S S e e L
dzhabon

Dengan ini menyalskan dengan sesungguinya bahwa 2

MNama L I e O N o e PR s ot S TR Ve
HIF A et LR i P G N0 e P e e b P R YL o) -
Pangkati=adangan R s e T G e T LR M

Yarey cianglat Besdaaakan .. .., MO TP e tentang
(PRI | i1 1] 111« PR beelah nyala menjatankan hrgas sarbACi

Demekian sural  porryatasn molakeanokan lugas ini saya  bual dengan sesungguhnya
dengan mengingal sumpeh jatatanipegawial negen sipll dan apabla dikemodian san s suat
pamyatzen inl ternyata ddsk benar yang barakibat kenugien bagl regara, maka saya bersedia
rsnangguig Kerugeen bersebul,

Tamgpat, Tanggal, Butan, dan Tahun
Mama sakbadan,

MNama
Pangkst Golongan
NI
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13. Surat Panggilan
a. Surat Panggilan Gubernur

Contoh Surat Panggilan Gubernur:

GUBERMUR BANTEM

Tampat, Tanggal, Swan, dan Tahun
Homor e it 5
Sifan
Lampiran
Hal Fanggilan

b 1 PR

pikul

manghadap

kepada T -
alarnal e e e e )
urhs

Dernikian uniul dlaksanakan dar rmsnfadi perhatian sepenubnyga,

Gubsrmur Barmban,

Hoavwas & Pusel Pemenstahan Previcg Becden (KPIE]
Jalan Evedh Maases Al Bartanl Palime Soreng Bama Telesom (0254 ., Fakeimik, ...
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b. Surat Panggilan Perangkat Daerah

Contoh Surat Panggilan Perangkat Daerah:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Enwasen Pusal Pemesirtinbhen Brovnes Banien BP3RE)
A= Syech Maawei A Bentan), Pains Seeang Baran Bsapen (RS Takeimes
Wiphsie, . Emad . Kods Pos

Tempal, Tanggal. Bulan, dan Tahun

Moaror = S

Sirat TR

Haid Panpg;ilan
di

Dengan Inl ciminta kedatangan Saudaa di Hantor

Diernkian umiuk dilaksanaian dan menjadi perhatan separuhnya

Mama Jahatan,

Mama

Pangkat ¥3okongan
NP
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14. Surat Izin

a.

Surat Izin Gubernur

Contoh Surat Izin Gubernur:

GUEBERMUR BANTEN

SUIRAT LZIN
NOMOR

TENTAMNG

Das=ar Lo

]
MEMBERI EZIM
Kepada
Hama
Jabatan

Lintak

pacta Bnggal ... ... ...

Caibamur Banien,

Mama

Kowwpsan Pusal Pemermiaten Provrsd Banben SPS5E)
Jalan Syach Nawasal i) Banan, Palisa Seang Banes Telegon. (154) ..
Waksng . Emal s Pa

Fahsenin.
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b. Surat Izin Perangkat Daerah

Contoh Surat Izin Perangkat Daerah:

[EaHTHY

Crasar

Fapacla
Mama
Jahaten
Al st
LUnluk

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Hiasmin Pl Pearrsoniaben Proveis Baeten (SP3E
i, Pabimn Secsig Banlen Takepon, (2580

Jaban Syech Meaveave Al Bafan

Ervesd

SURAT I7IW

Kl P, ..

Frkmimie:

Ciletapkam di oo

pada fanggal ...
Hama Jabatan,

Kama
FanghkatGolongan
HIF
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15. Lembaran Daerah

PEMERINTAH PROVINS| BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

L Kawasan Pral Pamid riahar Provieni Banan [KP3E)
! Jalan Syech Hawaw & Bandars, Paima Serang Banten Telepon. (025 .. Fakemale. ..
Vieosice, _ Emal . . Kode Fos

LEMBARAMN DAERAH PROVINST BANTEN
TAHUN........... . NOKMOH............

FERATURAN OAERAH PROVINE] BANTEN
NOMOR oo TAHUN o
TENTANG

Diurdangkan calam Lembaran Daerah Provirs Banben
Tahun........, Nomar ...,

Tanggal oo vvvimeciinncine,

Sebretans Daerah,
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16. Berita Daerah

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawaszan Pusat Pemenmahan Provins: Banten (KP28)
Jalan Syech Nasaw! Al SBamani, Palima Serang Santen Telegon. (0254) . Faksrile
Webste Ermail . .., Kode Pos

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN.... NOMOR .....

PERATURAN CUBERNUR BANTEN / PERATURAN DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR......... TAHUN.

........................................................................................................................

Diundangkan dalam Berita Daerah Provingi Banten
Tahup ... Nomor ..........

Sekretarie Daerah,

Nama
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17. Rekomendasi
a. Rekomendasi Gubernur

Contoh Rekomendasi Gubernur:

GLEERHLUR BANTEN

HEKOMEMDAS] .. .. ... ..
MO

Cubained Banban frambadban rakormsndasi hapada |
a  Mama Tibyek : 1 1

Ut

Perrekian rakomsandssl i dibuak Lnluk dpargunakan sepesdurya,

Temrpat Tanpaal. Bufan dan Tabsn
Cubarmur Basla

Hama

Haeasnn Fomal Memesnloeanr Feoam Berian (#0385
dukan Sy oy Mawaw o Santaee, el g Berang Santen Telepon, i005d) FEs e, .
‘Visstnidtm, ... Emasl . _ Eodo Pom -
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b. Rekomendasi Perangkat Daerah

Contoh Rekomendasi Perangkat Daerah:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Koo eon Puzef Pomaon nla?on Provirei Banbon (P38
Jdalm Swech Nomssi A Banleni, Palima Serang Banlen Tlepon 02541 . Fikesnde
Vistmile, . Emall. . Kode Po .

REKCMENDAS] ...

a [Oasar
k. Menimbang e e et N e e e v

s 4Mama Jabatan), memberitan rekomendas] kepada
g Mama Obyek Fii
b Jabatan/Tempalideniias ] L T L b S A Y e Ty i

Diemikizn rekomeandasi ini dbwat untuk dipergunakan separfunya,

Tampsl. Tanggal, Bulan, dan Tahun
MNama Jabatan,

Hama

FargkatGolongan
HIF
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18. Radiogram

Contoh Radiogram:

GUBERMLUIR BAMNTEN
FORMULIR BERITA
Regetias: Mo -
PANGOILAN | JEMIE ‘um.um i DERAIAT
i DIAR] -
T et s s g e e ra s g e e e
| TEMBUSEAN
| KLABIFIKAS] EECERSN,
| Pl ST B T
il
R TTH DU
ALATTE
B TTE KA
BEETTK , —
- . TTH K
CoCTTK QLM TTE HES
Tanggal waktu pembuatan ......
[ WAkl
Mo Kose | Lalu Paraf
[Tearina | Kinm | Utes | Opsiator
Pangrim
Mama
| Tanda largan
iy P P Gk b, Friirets Banion
Imlan Spach Masmes 4 Barieri Carre Saneng Banisn Teimoon, ... Pabsimin .
VWelsit  Erail. . Werk Ped
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II. Kop
A. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur:

ShrEi

GUBERMUR BANTEMN

K ransan Pusst Pemedniahan Provins! Barden HPIBRY
Jalan Spech Mawvaws & Bantani. Palirea Semng Bamten Teleson (0254 . Fasrmeke
Websds . Efnail . _ Kode Pas ., .
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B. Kop Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama

Gubernur

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Daerah

atas nama Gubernur:

PROVIMNSI BANTERN

Kawasan Pussl Pemerirés on Brosns) Bacsen (KP3A]
Jalan Syech Mawawl Al Bartanl, Falima S=rang Barten Tekpon. (0254 ....... Faksireile. ..,
Wekinlin, Email Eidde Pos .,

-95-



C. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon. (0254) ... Faksimile. .
Website. .... Email . ... Kode Pos . ...

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Barten (KP3B)
Jalan Syech Mawswi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon. (0254) ... Faksimile. ...
Website. . Email . _. Kode Pos . __

D. Kop Naskah Dinas Cabang Dinas, UPTD dan Satuan Pendidikan
Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah, Cabang Dinas, UPTD

dan Satuan Pendidikan:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN PROVINSI BANTEN

WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
Jalan ... Telepon. (0254) .. Faksimile.
‘Wabsia Email Kode Pos

CTLTLL FEMERINTAH PROAVINGI BANTEN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
/| UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA

& T, jelan Raya Paatvie Keanearn Db gmad g Wb gaplen Tasgorgeg Tobagon (025 Fok i
LE Errail Mo Pom

%

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN S
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN "f 2 >y
SMA NEGERI 2 PANDEGLANG s B S

Webshe Email Wode Pos
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[II. Stempel/Cap
Bentuk/ukuran Stemple/Cap

A. Stempel/Cap jabatan Gubernur berbentuk lingkaran berisi nama

jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara

dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

1

. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
2.

ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,cm;

dan

. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

#» NamaJabatan

____________ P> Lambang Negara
------------- P NamaPemerintah Daerah

Contoh stempel/cap Gubernur

B.Stempel/cap Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama

Pemerintah Daerah/nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan

menggunakan lambang/logo daerah dengan pembatas tanda bintang,

dengan ukuran:

1.

2.

3.

ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah
adalah 4 cm;

ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah
adalah 3,8 cm; dan

ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah

adalah 2,7 cm.

# Pemerintah Daerah Provinsi

|
ﬁ'( > )) 2.7 cm 3.8 cm 4 cm
|

____________ » Logo Daerah
____________ - Nama Perangkat Daerah
.............. # NamaPemerintah Daerah
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Contoh stemple/cap Perangkat Daerah

4 3«?,%" ~ % \ § *Q;Q){,_A f"‘."-»-.

|.|' g / @ '<‘ o ) | &, ! \ d ;l

\ ') J| % \ @ [

A ‘\ v/ | AN /, 0
\& =2 o o = o/
NI vt ¥ NIwrY

C.Stempel/cap Cabang Dinas/UPTD/ Satuan Pendidikan, berbentuk
lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah
dan nama Cabang Dinas/UPTD/ Satuan Pendidikan yang
bersangkutan dan menggunakan lambang/logo daerah dengan
pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

1. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Cabang Dinas/UPTD/
Satuan Pendidikan adalah 4 cm;

2.ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Cabang
Dinas/UPTD/ Satuan Pendidikan adalah 3,8 cm; dan

3. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Cabang Dinas/UPTD/

Satuan Pendidikan adalah 2,7 cm

Contoh stemel/cap UPTD

T
f o “."‘o X,
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D.Stempel/cap pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan
tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop
naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada
salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat
asli. Stempel/cap pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang,
berukuran panjang S cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat Rahasia” dan

“Rahasia”.

SANGAT RAHASIA RAHASIA

IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan

o [,

V. Map

A. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Jabatan Gubernur

_—-"'__--.--l PR et

L ¥

FimN Pri L]

W0 TRNDE TARIAN

-99 -



B. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat

Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.

Py

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIS DAERAH

C. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah

FENERNT S= PROVIRS BATEN
SMRETARAT Buk kN

B1K0 CADARD AN
OAN ISTONRAL BAICORAY

VI. Paraf
A. Paraf Hierarki

Contoh Paraf Hirerarki

PARAF HIERARKI

JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA /KEPALA BIRO

ADMINISTRASTOR/KABAG /KABID /JF

PENGAWAS/KASUBAG/JF

PELAKSANA
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B. Paraf Koordinasi

Contoh Paraf Koordinasi

PARAF KOORDINASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Dan seterusnya

VII. Kewenangan Penandatanganan dan  Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan

A. Kewenangan Penandatanganan

1. Gubernur

JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT

JABATAN DITANDATANGANI

GUBERNUR peraturan daerah;
peraturan gubernur;
keputusan gubernur;
surat dinas;
surat perintah;
surat tugas;
instruksi;
surat edaran;
surat keterangan;
surat izin;
surat perjanjian;
surat kuasa;

. surat undangan;
surat pernyataan melaksanakan tugas;
surat panggilan;
nota dinas;
lembar disposisi;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
radiogram;
berita acara;

. memo;

plagam;

sertifikat; dan

surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan.

NSHEgLgre QT OBETFTIOQR ™0 A0
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2. Wakil Gubernur

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA GUBERNUR
WAKIL a. surat dinas; a. surat dinas;
GUBERNUR | b. surat perintah; b. surat perintah;

c. surat tugas; c. surat tugas;
d. surat keterangan,; d. surat edaran;
e. surat izin; e. surat keterangan;
f. surat pernyataan f. surat izin;
laksanakan tugas; g. surat pernyataan
g. nota dinas; laksanakan tugas;
h.lembar disposisi, h. nota dinas;
i. laporan; i. lembar disposisi;
j. rekomendasi; dan j- pengumuman;
k. memo. k. radiogram;
1. berita acara;
m.piagam; dan
n. sertifikat.

3. Sekretaris Daerah

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA GUBERNUR
SEKRETARIS | a. surat dinas; a. keputusan;
DAERAH b. surat perintah; b. surat perintah;

c. surat tugas; c. surat tugas;

d. surat perjalanan d. surat dinas;
dinas; e. surat edaran;

e. surat keterangan,; f. surat keterangan;

f. surat izin; g. surat izin;

g. surat perjanjian; h. surat perjanjian;

h. surat kuasa; i. surat undangan;

i. surat undangan; j. surat pernyataan

j- surat pernyataan melaksanakan tugas;
melaksanakan tugas; | k. surat panggilan;

k. surat panggilan; l. nota dinas;

l. nota dinas; m.pengumuman;

m. lembar disposisi; n. radiogram;

n. telaahan staf; o. berita acara;

0. pengumuman; p. piagam,;

p. laporan; q. sertifikat; dan

q. rekomendasi; r. surat tanda tamat

r. surat pengantar; pendidikan dan

s. lembaran daerah; pelatihan.

t. berita daerah;

u. berita acara;

v. notula;

W. memo;

x. sertifikat; dan

y. daftar hadir.
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4. Asisten Daerah

ATAS NAMA

JABATAN DALAM JABATAN SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN nota dinas; . surat dinas;
DAERAH lembar disposisi; . surat perintah;

telaahan staf;
laporan;

surat pengantar;
notula; dan
memo.

oo a0 o

KT s 0 OO0 oD

. surat tugas;
. surat perjalanan dinas;
. surat keterangan;

surat undangan;

. surat panggilan;
. nota dinas;

laporan;
surat pengantar; dan

. daftar hadir.

5. Staf Ahli Gubernur

JABATAN

DALAM JABATAN

STAF AHLI

a. telaahan staf;
b. laporan; dan
c. nota dinas.

6. Kepala Perangkat Daerah

DALAM ATAS NAMA
JABATAN JABATAN GUBERNUR KETERANGAN
KEPALA a. keputusan; a. keputusan; - Kepala Perangkat
PERANGKAT | b. surat dinas; b. surat Daerah
DAERAH c. surat perintah; menandatangani
perintah; c. surat dinas; keputusan Kepala
d. surat tugas; d. surat edaran; Perangkat Daerah
e. surat e. surat terkait teknis
perjalanan keterangan; operasional
dinas; f. surat substansi di
f. surat izin; undangan; lingkup Perangkat
g. surat g. pengumuman; Daerah
keterangan; dan - Kepala Perangkat
h. surat kuasa; h. sertifikat. Daerah atas
1. surat nama Gubernur
undangan; menandatangani
j. surat Naskah Dinas
pernyataan dalam bentuk
melaksanakan Keputusan
tugas; Gubernur berupa
penetapan teknis
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k.

L.

P B

<g v n.0To

.nota dinas;

. pengumuman;

. sertifikat; dan

surat
panggilan;
surat
perjanjian;

lembar
disposisi;
telaahan staf;

laporan;
rekomendasi;
berita acara;
memo;

daftar hadir.

operasional
substansi
Perangkat Daerah
Penanda
tanganan Naskah
Dinas oleh Kepala
Perangkat Daerah
atas nama
Gubernur berupa
surat edaran
hanya terkait
pengaturan teknis
operasional
substansi
Perangkat Daerah
Untuk Sekretaris
DPRD dapat
menanda tangani
semua naskah
dinas sesuai
dengan
kewenangan
Kepala Perangkat
Daerah kecuali
sertifikat.

Khusus untuk
Kepala Perangkat
Daerah yang
membidangi
urusan
pendidikan dan
pelatihan juga
dapat
menandatangani
radiogram,
piagam, surat
tanda tamat
pendidikan dan
pelatihan atas
nama Gubernur.
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7. Kepala Biro

ATAS NAMA
JABATAN DALAM JABATAN SEKRETARIS KETERANGAN
DAERAH
KEPALA BIRO | a. keputusan; a. surat dinas; - Kepala Biro

b. surat dinas; b. surat perintah; menandatangani

c. surat perintah; | c. surat keputusan Kepala

d. surat tugas; keterangan; Biro terkait teknis

e. surat dan operasional
perjalanan d. surat substansi di
dinas; undangan. lingkup Biro

f. surat - Kepala Biro
ketera.ngan; menandatangani

g. surat i1zin; surat dinas dalam

h. surat jabatannya untuk
perjanjian; komunikasi

i. surat kuasa; eksternal di

j- surat lingkungan
undangan; Pemerintah

k. surat Daerah
pernyataan - Kepala Biro
melaksanakan menandatangani
tugas; surat dinas atas

l.  surat ' nama Sekretaris
panggilan; Daerah, untuk

m. nota dinas; komunikasi

n. le.mbali . eksternal hanya
disposisi; terkait teknis

o. telaahan staf; operasional

p. pengumuman; substansi Biro

q. laporan;

r. rekomendasi;

s. berita acara;

t. memo;

u. sertifikat; dan

v. daftar hadir.

8. Sekretaris Perangkat Daerah

ATAS NAMA KEPALA

e SR O 0 O

JABATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS . surat perintah; surat dinas;
PERANGKAT . surat keterangan; . surat perintah;
DAERAH surat kuasa; surat keterangan;

. surat undangan;

nota dinas;
lembar disposisi;

. telaahan staf;
. laporan;

memo; dan
daftar hadir.

. surat undangan;
nota dinas;
laporan; dan
daftar hadir.

Mo Ao TP

- 105 -



9. Kepala Bidang/Kepala Bagian

ATAS NAMA
KEPALA
JABATAN DALAM JABATAN PERANGKAT KETERANGAN
DAERAH/KEPALA
BIRO

KEPALA a. surat perintah; | a. surat dinas; Penandatanganan
BIDANG/ b. nota dinas; b. surat perintah; | surat dinas untuk
KEPALA c. lembar c. nota dinas; komunikasi eksternal
BAGIAN disposisi; d. surat diutamakan untuk

d. telaahan staf; keterangan; dilakukan oleh

e. laporan; dan dan Sekretaris Perangkat

f. daftar hadir. e. daftar hadir. Daerah.

10. Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD

ATAS NAMA
ABATAN KEPALA
J DALAM JABATAN PERANGKAT KETERANGAN
DAERAH
KEPALA a. surat perintah; | a. surat dinas; | Penandatanganan
b. surat tugas; b. surat surat dinas untuk
CABANG DINAS/ |c. surat perintah; komunikasi
perjalanan c. surat eksternal atas
KEPALA UPTD dinas; keterangan; | nama Kepala
d. surat kuasa; d. nota dinas; | Perangkat Daerah,
e. surat e. berita hanya terkait
undangan; acara; dan teknis operasional
f. surat f. daftar substansi Cabang
pernyataan hadir. Dinas/UPTD
melaksanakan
tugas;
g. surat
panggilan;
h. nota dinas;
i. lembar
disposisi;
j- telaahan staf;
k. pengumuman;
1. laporan;
m. rekomendasi;
n. berita acara;
dan
o. daftar hadir.
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11. Kepala Satuan Pendidikan

n. daftar hadir.

ATAS NAMA
ABATAN DALAM KEPALA
J JABATAN PERANGKAT KETERANGAN
DAERAH
a. surat a. surat dinas; | Penanda
KEPALA perintah; b. surat tanganan naskah
SATUAN b. surat tugas; undangan; |dinas oleh Kepala
c. surat dan Satuan
PENDIDIKAN perjalanan c. surat Pendidikan atas
dinas; keterangan. | nama Kepala
d. surat kuasa; Perangkat
e. surat Daerah, hanya
undangan; terkait teknis
f. surat operasional
pernyataan substansi Satuan
melaksanakan Pendidikan
tugas;
g. surat
panggilan;
h. nota dinas;
i. lembar
disposisi;
j. telaahan staf;
k. pengumuman;
l. laporan;
m. berita
acara;dan

12. Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA KEPALA
BIDANG/KEPALA

BAGIAN

KEPALA SEKSI

KEPALA SUB BIDANG/
KEPALA SUB BAGIAN/

a. nota dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.

a. surat perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.

13. Fungsional /Pelaksana

JABATAN DALAM JABATAN
a. nota dinas;
FUNGSIONAL/ b. telaahan staf; dan
PELAKSANA c. laporan.
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B. Pelimpahan Kewenangan

1. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Contoh penulisan atas nama:

a.n. Gubernur Banten
Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Muhammad

a.n. Sekretaris Daerah
Kepala Biro Organisasi dan

Reformasi Birokrasi,

(tanda tangan)

Akhmad Thamrin,ST.,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196807251997031005

2. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Contoh penulisan Untuk Beliau (u.b):

a.n. Gubernur Banten
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi,

(tanda tangan)
Akhmad Thamrin,ST.,M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196807251997031005
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3. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt)

a. Plt. Gubernur

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Plt. Gubernur Banten,

(tanda tangan)

Muhammad

b. Plt. Jabatan Struktural

Contoh penulisan sebutan Plt dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Plt. Kepala Organisasi dan

Reformasi Birokrasi,

(tanda tangan)

Akhmad Thamrin,ST.,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196807251997031005

4. Penggunaan Pelaksana Harian

a. Plh. Gubernur

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Plh. Gubernur Banten,
(tanda tangan)

Muhammad
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b. Plh. Jabatan Struktural

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Plh. Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi,

(tanda tangan)

Atin Martini,SH.,MA.
Pembina Tingkat I (IV/Db)
NIP 197101171996032002

5. Penggunaan Penjabat

a. Pj. Gubernur

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Pj. Gubernur Banten,

(tanda tangan)

Muhammad

b. Pj. Jabatan Struktural

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Bara Hudaya
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VIII. Penomoran

Contoh penomoran Naskah Dinas:

A. Penomoran Naskah Dinas Penugasan:

Nomor: 000.1.2.3/01/2024

» 000.1.2.3 : kode klasifikasi
» 01 : nomor urut
—> 2024 : tahun terbit

B. Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal (Nota Dinas)

Contoh:

Nomor: 000.5.2.1/102/Bid.PA/2024

» 000.5.2.1

» 102

» Bid.PA
—> 2024

: kode klasifikasi
: nomor urut
: singkatan Unit

Pengolah

: tahun terbit

C. Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal

Contoh:

Nomor: B-000.8.2.1/121/BKD /2024

W

000.8.2.1
121

BKD

l vYVY y

2024

D.Penomoran Naskah Dinas khusus

Contoh:
1. Nomor: 001 /2024

‘ » 001 :nomor

L———» 2024 :tahun terbit
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: kategori lasifikasi

keamanan

: kode klasifikasi
: nomor urut

: singkatan Unit

Pengolah

: tahun terbit



2. Nomor: B-800.2.4.1/111/BKD /2024

| » B : kategori klasifikasi
keamanan
» 800.2.4.1 : kode klasifikasi
» 111 : nomor urut
» BKD : singkatan Unit
Pengolah
—> 2024 : tahun terbit

IX. Tembusan

Contoh penulisan Tembusan:

Tembusan:
Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Tembusan:
1. Gubernur Banten;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
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X. Lampiran

Contoh penulisan lampiran:

=] & O &= 0 ki ==
' H ' h 1
-~ i a :

s

TEoa By S, & ooiinss oaiabiinbin
Mo R O e S S

Tanggal it e R e

DAFTAR PEIABAT /PEGAWAL ¥ANG HUNDANG

o
v

[=]
—

. Dan sefrrsnyva.

Nama .inbaton,

{fandn tangan)

Marma
Panghksl/ Golangan
MIP

XI. Pengamanan Naskah Dinas

A.

Watermarks
Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih
terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan

cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

Contoh:
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B. Rosettes
Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis
melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu.

Biasanya menyerupai bunga.

Contoh:
e SN Jis Th
e @: r*' {;::;g;; \
b = : \.;" :*r

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis

C. Guilloche

melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang

terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border

yang indah.
Contoh:
gorael o B

D. Filter image
Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila
filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat
pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

Contoh:

E. Anticopy
Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada
area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen
ini difotocopi.

Contoh:
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F. Microtext
Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen engaman

yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil
sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. Perlu

bantuan lensa pembesar untuk melihat teks ini.

Contoh:

G. Line width modulation
Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan
garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus

maupun lengkungan pada area tertentu.

Contoh:

H. Relief motif
Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan

pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan

image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul.

I"'l”"L
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I. Invisible ink
Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks,
gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus
untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila
diamati dibawah sinar ultra violet.

Contoh:
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BAB II
BENTUK SPESIMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, FOOTER PADA
DOKUMEN, BENTUK DAN PENEMPATAN QR CODE

I. BENTUK SPESIMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
A. Spesimen Tanda Tangan Elektronik untuk Gubernur dan Wakil

Gubernur berbentuk barcode berisi lambang daerah.

Contoh Tanda Tangan Elektronik Gubernur

Gubernur Banten,

B. Spesimen Tanda Tangan Elektronik untuk Sekretaris Daerah

berbentuk barcode berisi lambang daerah.

Contoh Tanda Tangan Elektronik Sekretaris Daerah,

Sekretaris Daerah,

C. Spesimen Tanda Tangan Elektronik untuk Kepala Perangkat
Daerah/ Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD/Kepala
Satuan Pendidikan/Fungsional/Pelaksana berbentuk barcode

berisi lambang daerah.
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Contoh Tanda Tangan Elektronik Kepala Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Contoh Tanda Tangan Elektronik Fungsional

Analis Kebijakan Ahli Muda,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Contoh Tanda Tangan Elektronik Pelaksana

Penelaah Teknis Kebijakan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

II. FOOTER PADA DOKUMEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber, dan Sandi Negara.
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III. PENEMPATAN DAN BENTUK QR CODE
1. Penempatan QR Code ditempatkan pada posisi tanda tangan.

2. Bentuk QR Code

Pj. GUBERNUR BANTEN,
ttd.

AL MUKTABAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

“._¥Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002
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